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Abstract

This research aims to determine the determination of the status of the Rohing ya ethnic group according to the
Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingva refugees in
Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-
refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups
entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The
research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that
Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result it is difficult for asylum seekers to
obtain protection regarding their certainty and considering the ongoing security situation in Myanmar, of
course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third
countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with
the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates
the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain
in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and
refugees and force them to leave Indonesia..

Keywords: Asylum Seekers;Non-Refoulement; Refugees; Souvereignty Doctrine.
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan
penerapan prinsip non refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan
prinsip sovereignty, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan
di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan
masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah
penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjuk an bahwa Indonesia bukan
merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan
perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar
maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah
melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951,
Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan
ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara
Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi
negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka
meninggalkan negara Indonesia.

Kata kunci: Non-Refoulement; Pencari Suaka; Pengungsi: Prinsip Kedaulatan




1. PENDAHULUAN
Migrasi merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara

lain konflik bersenjata, kekerasan geng, dan kehancuran negara.! Pencari suaka atau
pengungsi internasional seringkali menghadapi perlakuan tidak manusiawi saat tiba di
perbatasan suatu negara, karena mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk
masuk ke wilayah asing.? Orang-orang ini sering mencari suaka di negara lain untuk
melindungi keluarga dan keamanan mereka.?

Beberapa akhir belakangan ini, orang Rohingya berdatangan ke Indonesia;terutama di
Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan UNHCR, tercatat total pengungsi Rohigya yang berada
di Aceh sebanyak 1.608 jiwa, termasuk 140 orang, yang bertahan dalam 1 (satu) tahun
terakhir.* Sebelum masuk ke wilayah Indonesia, masyarakat Rohingya sebenarnya telah
memiliki Kamp Pengungsian yang bernama Cox’s Bazar di Bangladesh. Kamp tersebut
didirikan dari tahun 2017, dan lebih dari 700.000 masyarakat Rohingya menempati kamp
tersebut. Alasan dari masyarakat Rohingya meninggalkan kamp Cox’s Bazar adalah di
karenakan hilangnya tempat tinggal bagi 15.000 pengungsi Rohingya akibat kebakaran pada
sekitar bulan Maret — April 2023 yang diduga dilakukan oleh sekelompok militan
Bangladesh.® Peristiwa tersebut memaksa ribuan masyarakat Rohingya untuk mencari
tempat mengungsi, salah satunya ke Indonesia.

Indonesia yang merupakan tempat persinggahan kelompok etnis Rohingya,
menghadapi arus pengungsi dalam jumlah besar yang dapat berdampak pada keamanan,
perekonomian, dan keseimbangan sosial-politik negara.® Terkait ini, Prof Hikmahanto
Juwana yang merupakan pakar hukum internasional berpendapat bahwa “tentunya Indonesia
akan melaksanakan mandat Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
(UUD 1945), namun tetap memperhatikan kemampuan dari segi anggaran, dan sejatinya
pendekatan-pendekatan dengan menampung pengungsi tanpa adanya suatu pembatasan
dengan tegas dapat memperluas masalah ini ke Indonesia.”

>
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Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol
1967 dengan beberapa alasan, yaitu aspek ekonomi, keamanan dan kondisi internasional
Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentunya memiliki pertimbangan yang matang
dalam menyikapi pencari suaka dari Rohingya. Salah satu unsur dalam menyikapi pencari
suaka dari Rohingya tersebut haruslah memperhatikan kepentingan nasional.? Hukum
internasional menurut Pasal 33 Konvensi Pengungsi Tahun 1951, memberikan pengungsi
hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal mereka atau lokasi lain yang berpotensi
berbahaya.

Negara-negara yang menerima pengungsi tidak diperbolehkan mengirim mercka
kembali ke tempat di mana mereka dapat menghadapi penganiayaan sesuai dengan prinsip
non refoulement.'* Goodwin-Gill menjelaskan larangan tersebut sebagai berikut: “no person
in distress shall be returned to any country or rejected at any frontier if the effect of such
measure would be to expose him or her to a threat to life or liberty for reason of race,
religion, national or ethnic origin, social group or political opinion, or would be otherwise
inhumane.” "' Selanjutnya, menurut Vladislava Stoyanova, negara-negara tidak boleh
mengirim pengungsi kembali ke negara-negara di mana mereka menghadapi risiko
penyiksaan, perlakuan kasar, atau perlakuan merendahkan martabat, atau di mana kebebasan
dan kehidupan mereka terancam.!?

Mochtar Kusumaatmadja mengkategorikan negara-negara yang terkena dampak
imigrasi ilegal menjadi 3 (tiga) kelompok: negara asal, transit, dan tujuan. Negara-negara
seperti Afghanistan, Irak, dan Iran yang sering mengalami konflik, mendorong warganya
untuk mencari tempat yang lebih aman. Indonesia merupakan negara yangg paling rentan
terhadap imigrasi ilegal '* Pengungsi di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan,
khususnya yang menyangkut aspek sosial. Mereka melakukan kegiatan ilegal seperti
pencurian, prostitusi'* dan pengedaran narkoba.!* Seperti yang lazim terjadi, sering terjadi
konflik horizontal antara masyarakat lokal dengan pengungsi yang melakukan kejahatan
karena kurangnya dukungan perlindungan sosial, serta kebijakan larangan kerja.'® Selain itu,
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masih terdapat anak-anak pengungsi di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapat
pelayanan buruk dan kekerasan.'?

Di negara tujuan, masalah pengungsi ini seringkali menjadi isu yang kontroversial.
Beberapa masyarakat asli negara tujuan merasa khawatir akan ancaman yang mungkin
ditimbulkan oleh pengungsi yang berada di wilayah mereka, bahkan masyarakat asli
mempunyai persepsi bahwa pengungsi lebih cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal.'®
Menjadi problematis, ketika pemerintah Indonesia ingin memulangkan para imigran gelap
tersebut maka tindakan pemerintah Indonesia tersebut dikhawatirkan akan dikecam oleh
negara-negara internasional karena telah melanggar prinsip non-refoulement, namun apabila
imigran gelap tersebut tetap singgah di Indonesia maka dikhawatirkan juga akan
menimbulkan permasalahan secara ekonomi, sosial, budaya bahkan dapat mengancam
kedaulatan negara Indonesia.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penulisan, yaitu: pertama,
penelitian yang ditulis oleh Rohmad Adi Yulianto.'” Penelitian tersebut berargumentasi
bahwa prinsip non refoulement merupakan sebuah Jus Cogens, yang berarti bahwa prinsip
tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pengusiran, penolakan masuk, atau
pengusiran terhadap siapa pun yang mencari status pengungsi dari yurisdiksi suatu negara.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia
tidak melandaskan kepatuhan negara terhadap prinsip non refoulement, melainkan
berdasarkan kovenan dan konvensi internasional tentang hak asasi manusia.

Kedua, penelitian Danang Fery Anggriawan,? Studi ini menggali klaim bahwa
kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat (OSB), yang diterapkan oleh pemerintahan Perdana
Menteri Abbott, efektif dalam mengurangi masuknya manusia perahu. Di sisi lain,
penerapan kebijakan ini dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia karena tidak
memenuhi prinsip non refoulement, yaitu dengan mencegat para pencari suaka di Australia
dan mengirim mereka kembali ke daerah asal mereka berlayar, serta menahan mereka
sekembalinya ke negara asal mereka.

Ketiga, penelitian Andi Rosyada Muraga, dkk,?' penelitian tersebut membahas bahwa
pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari pencari suaka
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di Indonesia, sementara Indonesia sebagai sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi
Pengungsi 1951 tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia, sehingga dalam hal
ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada
masalah-masalah sosial, sehingga oleh karena itu Indonesia perlu segera meratifikasi
Konvensi Jenewa Tahun 1951 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, pada penelitian akan membahas prinsip non
refoulement dikaitkan dengan prinsip sovereignty. Aspek orisinil dari artikel ini adalah
kajiannya terhadap undang-undang dan peraturan pengungsi di Indonesia dan sejauh mana
penerapan prinsip non refoulement. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memperkuat
penerapan prinsip tersebut, serta gagasan non refoulement dalam kerangka hukum
internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan
perlakuan terhadap pengungsi asing. Dengan adanya artikel ini, dapat memberikan landasan
bagi pemangku kebijakan untuk membuat landasan dan praktik yang lebih baik lagi dalam
memahami pengungsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan
status etnis Rohingya menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan penerapan prinsip Non
Refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip
Sovereignty
2. METODE

Penelitian hukum normatif 2> Akan menjadi metode utama dalam penulisan ini.
Pemeriksaan mendalam terhadap perundang-undangan positif, termasuk undang-undang,
peraturan, prinsip, norma, aturan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin yang
relevan, merupakan inti dari metode ini. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder,
termasuk buku, jurnal, dan sumber internet metode ini berupaya memberikan jawaban
terhadap berbagai permasalahan hukum.>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji penentuan status pengungsi
Rohingya menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dan mengkaji penerapan prinsip non
refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip
sovereignty.

Karena kumpulan bahan hukum yang penulis kumpulkan termasuk dalam kategori
penelitian normatif, maka studi kepustakaan berfungsi sebagai metode untuk memperoleh
data sekunder.?* Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis informasi
berbasis deduktif kualitatif. Pendekatan kualitatif berpusat pada ketentuan-ketentuan luas
yang dijadikan rujukan oleh masyarakat umum.? Selain itu, peristiwa-peristiwa yang
menjadi subjek penelitian ini akan menjadi fokus penelitian kualitatif ini, yang melibatkan
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3 “Zaenal Arifin, Soegianto, and Diah Sulistyani, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan
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pemeriksaan dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.>® Bahan-
bahan hukum yang diperoleh dalam kajian bibliografi akan diuraikan dan dihubungkan
sedemikian rupa sehingga dapat disajikan secara tertulis lebih sistematis guna mencapai
sasaran yang diinginkan yaitu jawaban atas permasalahan terkait dengan prinsip non
refoulement .’

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penentuan Status Etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan

Protokol 1967.

Sebelum menentukan status pengungsi menurut aturan internasional, yang perlu
dipahami terlebih dahulu adalah terkait dengan pengertian pengungsi. Dalam Article 1A
Paragraph (2) 1951 Convention, pengungsi adalah “as one who owing to well founder fear
of being persecuted for reasons of rase, religion, nationality, membership of a particular
social group or politican opinion, is outside the country of his nationality and unable or
owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not
having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result
of such event, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it.”*

Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951 mengenai status
pengungsi, yang terdiri dari: a) standar-standar yang digunakan untuk menilai seseorang
sebagai pengungsi didefinisikan dalam pasal inklusi. Penilaian kelayakan seseorang untuk
mendapatkan status pengungsi didasarkan pada pasal ini. b) Pasal Pengecualian, yang
menyatakan bahwa seseorang tidak memerlukan atau berhak atas perlindungan
internasional, sehingga tidak dapat diberikan status pengungsi meskipun memenuhi standar
pasal inklusi. c) Pasal Pengakhiran menjelaskan keadaan di mana status pengungsi dicabut
karena tidak lagi ditangani atau dibenarkan. d) Pasal Pengakhiran menjelaskan keadaan-
keadaan yang mendasari pencabutan status pengungsi.

Pasal penyertaan menurut Pasal IA (2) Konvensi 1951 menjelaskan bahwa pengungsi
adalah orang yang: “di karenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan
karena alasan, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau
pendapat politiknya, berada di luar negaranya, di karenakan ketakutan tersebut atau tidak
ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut, atau seseorang yang tidak
mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara tempatnya menetap sebagai akibat
dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau di karenakan ketakutannya, tidak ingin kembali ke

negaranya.”?’

6 “Yagmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu, “Penegakan Hukum
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161, https://doi.org/10.26623/julr v4i1.3311.7
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8 “M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, and Ika Kurnia Hardianty, “Kedudukan
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¥ “United Nations High Commisioner for Refugees, An Introduction to International Protection
(Protection Persons of Concern to UNHCR), Self Study Module 1 (Switzerland: Department of International
Protection, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005), www.unhcr.org.”




Berdasarkan Pasal IA (2) Konvensi 1951, ada 5 (lima) kriteria yang perlu dipenuhi
guna menentukan status pengungsi. Pertama, orang tersebut harus memiliki alasan yang kuat
untuk takut kembali ke negara asalnya. Ada elemen subjektif (ketakutan orang) dan elemen
obyektif (bukti eksternal yang membenarkan ketakutan ini) untuk rasa takut yang beralasan.
Terkait elemen subyektif yang dilakukan adalah dengan memeriksa pernyataan dan perilaku
seseorang, dan untuk elemen obyektif dilakukan dengan membutuhkan penilaian kondisi di
negara asal yang membenarkan ketakutan seseorang tersebut seperti adanya pelanggaran hak
asasi manusia di negaranya yang sudah cukup meluas dan tergolong serius.*

Apabila dikaitkan, konflik dimulai dengan perselisihan antar etnis minoritas Rohingya
dan Pemerintah Myanmar.’' Menurut keterangan dari Amnesty International, kelompok
etnis Rohingya telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia sejak tahun 1978, di bawah
pemerintahan militer Myanmar. Situasi tersebut membuat etnis Rohingya tidak
mendapatkan hak-hak dasar warga negara seperti tempat tinggal, pekerjaan dan
kesejahteraan 32 Selain itu, pemerintah Myanmar juga tidak mau mengakui etnis Rohingya
sebagai warga negara Myanmar dan kemudian mengusir mereka. Etnis Rohingya juga telah
mengalami berbagai bentuk pemerasan dan perpajakan sewenang-wenang, perampasan hak
milik, dan penggusuran paksa oleh pemerintah.** Dan kondisi tersebut juga berdampak pada
negara-negara di sekitar Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan
penyebaran pengungsi Rohingya telah melewati batas negara lain untuk mencari suaka.*

Menurut Handbook on Procedurs and Criteria for Determining Refugee Status and
Guidelines on International Protection yang diterbitkan oleh UNHCR menjelaskan terkait
elemen subjektif (ketakutan orang), pada elemen subjektif. Penilaian kredibilitas diperlukan
ketika kasus tidak cukup jelas dari fakta yang tercatat. Hal itu diperlukan untuk
mempertimbangkan latar belakang pribadi dan keluarga dari pemohon, keanggotaan mereka
dalam kelompok ras, agama, nasional, sosial atau politik tertentu. Dengan kata lain, semua
yang bisa berfungsi untuk menunjukkan bahwa mereka menderita ketakutan yang masuk
akal ¥

Berkenaan dengan aspek obyektif, pihak berwenang yang bertugas menilai status
pengungsi tidak berkewajiban memberikan penilaian terhadap keadaan yang terjadi di
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tempat asal pemohon. Mengevaluasi kebenaran pernyataan pemohon tidak mencakup
pemeriksaan pengetahuan pemohon mengenai situasi di tempat asal pemohon.*® Menurut
UNHCR, kekhawatiran pemohon harus dianggap beralasan jika mereka dapat memberikan
bukti bahwa tempat tinggal mereka menjadi tidak layak huni atau berbahaya karena alasan
yang diuraikan dalam definisi pengungsi, baik karena kondisi di negara asal mereka atau
risiko yang mereka hadapi setelah kembali.

Kedua, penganiayaan. Penganiayaan yang di maksud adalah rangkaian pelanggaran
yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering, tetapi
tidak selalu diberikan secara sistematis atau berulang-ulang. Berdasarkan konvensi 1951,
penganiayaan juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memberikan
kemudahan, mendorong, atau mentolerir tindakan penganiayaan oleh unsur-unsur non
pemerintahan seperti organisasi para militer, maka penganiayaan demikian termasuk
penganiayaan menurut Konvensi 1951. Demikian juga apabila pemerintahan tidak bisa atau
tidak mau memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh
organisasi para militer.”’

Penganiayaan tidak definisikan dalam Kovensi 1951 atau aturan hukum internasional
lainnya, dari Konvensi 1951 dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan atau
kebebasan fisik karena ras, agama, kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan suatu
kelompok sosial tertentu merupakan penganiayaan.’® Adapun Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) mencantumkan hak-hak dasar yang merupakan martabat yang
melekat pada individu berupa: 3’ a) kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau
penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, b)
kebebasan dari perbudakan atau penghambaan, c¢) pengakuan sebagai pribadi di hadapan
hukum, d) kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, e¢) kebebasan dari penangkapan
dan penahanan sewenang-wenang, dan f) kebebasan dari campur tangan sewenang-wenang
dalam kehidupan pribadi, rumah dan keluarga.

Penganiayaan umumnya dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh otoritas
negara, namun ada situasi di mana pemerintah negara asal tidak langsung terlibat. Seperti
pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan massa atau aktivitas dari pasukan pembunuh
bayaran. Pemerintah mungkin tidak mampu menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut,
mereka mungkin tidak bersedia atau enggan untuk melakukan hal tersebut atau bahkan
mungkin berkolusi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Maka dalam kasus di atas,
tidak adanya perlindungan dari negara juga dapat menyebabkan penganiayaan. Oleh karena
itu, konsep penganiayaan tidak terbatas pada tindakan pemerintah suatu negara.
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Terkait penganiayaan di Asia Tenggara, dugaan genosida terjadi di Negara Bagian
Rakhine, Myanmar pada tahun 2017. Di mana pada saat itu, 740.000 warga etnis Rohingya
melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh dan sebagian kecil ke negara-negara
tetangga. Pemicunya adalah operasi militer Myanmar yang diklaim oleh pemerintah
bertujuan memburu kelompok militan Rohingya* Selain itu, berdasarkan keterangan dari
Naomi Steinberg, Vice President, Policy and Advocacy dari Hebrew Immigrant Aid Society
(HIAS) pada tahun 2017 Barbarisme terlihat jelas di Myanmar, etnis Rohingya harus lari
dari pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan massal, dan desa-desa yang dibakar habis.*!

Ketiga, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau
pendapat politiknya. Ras dipahami mencakup semua kelompok etnik. Agama merupakan
sistem keyakinan yang dimiliki seseorang. Kewarganegaraan tidak hanya terbatas pada
kewarganegaraan tetapi juga mengacu pada keanggotaan dalam komunitas etnis, agama,
budaya atau bahasa tertentu *2

Adapun contoh penganiayaan karena alasan agama adalah seperti: a) larangan
keanggotaan suatu komunitas keagamaan, b) larangan beribadah secara pribadi atau di
tempat umum, c) diskriminasi serius terhadap praktik keagamaan, padahal DUHAM dan
Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 menyatakan hak atas kebebasan berpikir, hati
nurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama dan
menjalankannya di depan umum atau pribadi, dan dalam pengajaran, pengamalan, ibadah
dna ketaatan

Burma, Myanmar adalah rumah bagi sebagian besar dari 1 4 juta Muslim Rohingya di
dunia. Negara terpadat berikutnya adalah Bangladesh dan Pakistan. Selama lebih dari 500
tahun, komunitas muslim Rohingya (sebelumnya dikenal sebagai Muslim Arakan) telah
menetap di negara bagian Rakhine* dan muslim Rohingya telah dianiaya dan ditolak
pengakuan resminya sebagai salah satu dari 136 kelompok etnis di Myanmar sejak negara
tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948,% dan ancaman kekerasan terhadap
etnis minoritas yang berbeda agama dengan etnis mayoritas Buddha adalah kebijakan
diskriminatif yang diterapkan pemerintah Myanmar.*® Rohingya adalah etnis minoritas
lainnya yang bahkan dibantah keberadaannya oleh pemerintah Myanmar. Meski etnis
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Rohingya sudah lama berada di Myanmar, namun pemerintah tetap menganggap mereka
sebagai imigran yang melanggar hukum karena mereka bukan warga lokal*’

Etnis muslim Rohingya dipandang sebagai orang asing. Berdasarkan statistik terbaru,
komunitas etnis Rohingya belum diberikan hak kewarganegaraan penuh pada tahun 2023.
Sejumlah besar kelompok etnis Muslim Rohingya kemungkinan akan singgah di Indonesia
pada tahun 2023 karena mereka akan kembali menjadi manusia perahu.

Keempat, berada di luar negara kebangsaan. Selama mereka secara fisik berada di
negara asalnya, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pengungsi. Untuk alasan tertentu,
seseorang dapat dianggap sebagai pengungsi bahkan setelah ia meninggalkan negara
asalnya *® dan perlindungan internasional tidak dapat diterapkan selama seseorang berada di
dalam yurisdiksi teritorial negara asalnya.

Karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah Myanmar, etnis Rohingya mulai
bermigrasi demi mendapatkan hak politik di negara lain. Sekitar puluhan ribu etnis Rohingya
bermigrasi ke Bangladesh, Thailand, Malaysia serta Indonesia melalui jalur darat dan laut.
Lebih dari 200.000 orang Rohingya bermigrasi ke Bangladesh pada tahun 1978 sebagai
akibat dari Operasi Naga Min, yang dilakukan oleh polisi dan tentara Burma-Myanmar *
Sebagai bagian dari operasi ini, militer Burma Myanmar secara paksa mengusir orang-orang
Rohingya dari Arakan dan menyerang mereka secara brutal. Korban tewas di kalangan
Muslim Rohingya yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas melebihi 1.700 orang >°

Kelima, tidak dapat atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negaranya.
Penganiayaan oleh pihak berwenang negara asal seringkali menjadi alasan mengapa
seseorang enggan memohon perlindungan dari negaranya. Hanya dalam kasus di mana
penolakan seseorang untuk mencari perlindungan baik dari negara asal atau negara
kebangsaannya dimotivasi oleh ketakutan yang tulus akan penganiayaan di negara asalnya
barulah ia dapat dianggap sebagai pengungsi !

Maka kemudian, siapakah yang menentukan apakah seseorang masuk ke dalam
definisi pengungsi sebagaimana diuraikan di atas? Refugee Status Determination (RSD) atau
penentuan status pengungsi adalah prosedur formal yang digunakan oleh pemerintah atau
UNHCR untuk memastikan apakah seseorang yang meminta perlindungan internasional
memenuhi kriteria untuk diakui sebagai pengungsi menurut hukum internasional, regional,
atau nasional. Pemukiman kembali sering kali merupakan prosedur penting dalam
memfasilitasi pengakuan pengungsi atas hak-hak mereka menurut hukum internasional >
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Pada dasarnya negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan RSD, namun
UNHCR dapat melakukan RSD berdasarkan mandatnya ketika suatu negara bukan pihak
dalam Konvensi Pengungsi 1951 termasuk dalam hal ini negara Indonesia. Setelah pencari
suaka terdaftar secara resmi, mereka dapat melanjutkan permohonan status pengungsi
dengan menjalani proses evaluasi komprehensif UNHCR yang dikenal dengan RSD.%
Metode ini memungkinkan pencari suaka individu untuk menjalani wawancara dengan
anggota staf RSD dan menerima bantuan dari penerjemah terampil. Selama proses ini,
keabsahan permohonan perlindungan yang diajukan akan dinilai. Selanjutnya, pemohon
suaka akan mendapatkan penetapan mengenai pemberian atau penolakan status pengungsi,
disertai dengan alasan keputusan tersebut. Dalam hal permohonan perlindungan ditolak,
pencari suaka diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan ulang (banding).

Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang menerapkan kebijakan imigrasi semi-
proteksionis. >* Hingga saat ini, Indonesia bukan merupakan pihak dalam konvensi
pengungsi maupun protokol pengungsi. Akibatnya, para calon pengungsi merasa tidak yakin
dan sulit memperoleh status hukum yang memadai. >’ Banyak pertimbangan untuk
diratifikasinya konvensi tentang pengungsi, pertimbangan utama adalah karena masih
banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera dan memerlukan banyak perhatian dan
pembangunan, apabila pengungsi diterima dan diberikan kewarganegaraan, tentunya akan
menjadi tugas tambahan bagi pemerintah meski tugas yang ada belum terselesaikan dengan
baik dan masih dalam proses.

Tidak adanya kejelasan kerangka hukum bisa menyebabkan kesulitan dalam proses
administratif. Calon pengungsi bisa menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak
dasarnya sebagai manusia lainnya. Seperti mengakses pendidikan atau apabila ada anak
pengungsi yang lahir di Indonesia tentu akan mempersulit pengungsi yang lahir di Indonesia
untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya. ¢ Perkembangannya terkini, Indonesia
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi sebagai aturan
pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden ini memberikan
pedoman dalam berbagai bidang termasuk definisi “pengungsi dari luar negeri” yang
mengacu pada Konvensi Pengungsi 1951. Namun, perpres tersebut tidak mengatur
pemberian suaka oleh Pemerintah Indonesia, melainkan mengatur sistem pemrosesan
pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, terutama dalam situasi darurat.”’
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Oleh karena itu, UNHCR memproses permohonan status pengungsi di Indonesia atas
nama pemerintah dan pemerintah memberikan wewenang kepada UNHCR dan menjalankan

mandat keamanan pengungsi dan mencari solusi bagi pengungsi di negara tersebut.*®

Bagi
mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencarikan 1 (satu) dari 3 (tiga)
solusi komprehensif, yaitu a) pemulangan sukarela, b) Integrasi lokal, dan ¢) penempatan di
negara ketiga. Mengingat siatuasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka
tentu saja menghalangi masyarakat Rohingya untuk kembali ke negaranya dan tentu saja
negara Indonesia tidak mengakui pilihan kedua. Satu-satunya harapan para migran untuk
mencapai solusi jangka panjang dalam konteks ini adalah pemukiman kembali di negara
ketiga. Namun kemungkinan ini sangat sulit karena pemukiman kembali ke negara ketiga
bukanlah hak pengungsi, tidak ada kewajiban internasional bagi negara untuk menerima
pengungsi yang tinggal sementara di negara transit. Oleh karena itu, solusi jangka panjang
sepenuhnya bergantung pada niat baik negara-negara yang melakukan pemukiman kembali
dan menerima migran yang masuk ke negaranya.
32 Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di

Indonesia Dikaitkan dengan Prinsip Sovereignty

Ketika seseorang meninggalkan negara asalnya, hal ini biasanya terjadi karena hak-
haknya dilanggar. Orang dianggap pengungsi jika mereka terpaksa meninggalkan tanah
airnya karena ketakutan dan penganiayaan yang ekstrim. Orang-orang yang melarikan diri
dari penganiayaan tidak dapat mempercayai negara-negara yang mengklaim melindungi
mereka. ™ Biasanya, pengungsi tidak memiliki dokumentasi perjalanan yang lengkap.
Akibatnya, beberapa individu menghadapi perlakuan sewenang-wenang di negara yang
mereka kunjungi atau tiba di negara tujuan. Hal-hal seperti penyiksaan, diskriminasi,
pemerkosaan dan repatriasi paksa.®” Karena menimbulkan bahaya terhadap keamanan
nasional atan mengganggu ketertiban umum, beberapa negara yang merupakan pihak dalam
Konvensi Pengungsi tahun 1951 telah melarang pengungsi memasuki wilayah mereka °!
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Gambar 1. Jumlah Pengungsi di Seluruh Dunia,2

Merujuk pada Gambar 1 yang diambil dari Laporan Tren Global United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), pada akhir tahun 2022, 108 4 juta orang di seluruh
dunia terpaksa mengungsi akibat persekusi, konflik, kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia. Adapun jumlah tersebut meningkat dari 27,1 juta pada tahun 2021 menjadi 353
juta pada akhir tahun 2022 % Indonesia merupakan salah satu negara terdampak (affected
countries) terkait adanya gelombang pengungsian para pengungsi pada beberapa tahun
terakhir. Berdasarkan data dari UNHCR Indonesia per November 2022, terdapat total 12.616
pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia dengan rincian 9.746 merupakan
pengungsi dan 2.870 adalah pencari suaka. Adapun 71% dari pengungsi yang berada di
Indonesia berasal dari 3 (tiga) negara. 55% dari Afghanistan, 10% Somalia, dan 6%
Myanmar.* Indonesia dijadikan negara transit, karena tujuan utama dari para pengungsi dan
pencari suaka tersebut adalah Kepulauan Christmas yang terletak di Australia %

Salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para
pengungsi dan pencari suaka adalah prinsip non refoulement.% Prinsip non refoulement
mengacu pada larangan hukum suatu negara untuk memulangkan atau mengirim pengungsi
ke suatu wilayah di mana mereka akan mengalami penganiayaan atau kerugian berdasarkan

52 “Tim Infografik Kompas, “Gelombang Pengungsi Dunia Yang Tiada Habis,” Kompas.id, August 8,
2023, https:/f/www kompas.id/baca/kompas_multimedia/gelombang- pengungsi-dunia-yang-tiada-habis.”

% “United Nations High Commissioner for Refugees, “Global Trend: Forced Displacement In 2022”
(Switzerland, 2022).”

% “UNHCR Indonesia, “Sekilas Data,” November 2022, https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-
glance.”

% “Iwan Santosa, “Menuju Australia, Menunggu Kepastian Di Indonesia,” Kompas.id, September 14,
2022, https://www kompas.id/baca/internasional/2022/09/14/menuju-australia-menunggu-kepastian-di-
indonesia.”

% “Sigit Riyanto, “Prinsip Non Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional,”

Mimbar Hukum 22, no. 3 (2010): 43449, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16234.”




faktor-faktor seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu,
atau keyakinan politik, sehingga membahayakan kehidupan mereka. % Istilah non
refoulement berasal dari kata bahasa Perancis refouler yang berarti mengembalikan atau
mengirim balik (to drive back).** Adapun pengertian dari prinsip non refoulement menurut
Gregor Noil adalah: “non-refoulement is about being admitted to the state community,
although in a minimalist form of non-removal. It could be described as a right to transgress
and administrative border * Sedangkan menurut International Organization for Migration
(IOM): “a principle of international refugee law that prohibits states from returning
refugees in any manner or whatsoever to countries or territories in which their lives or
freedom may be threatened.”

Kemudian konsep dasar non refoulement juga termuat di dalam Pasal 33 ayat (1)
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi yang berbunyi:™' “no contracting state shall expel
or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where
his life or freedom would be threatened on account of his race, religion nationality,
membership of a particular social group or political opinion.” Y ang berarti tidak ada negara
pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apa pun
ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras,
agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Indonesia menjadi tempat transit para pedagang, eksportir, importir dan perantara
internasional yang melakukan perjalanan dari Benua Asia ke Benua Australia atau
sebaliknya karena letaknya yang strategis serta jalur perdagangan dan pelayaran
internasional. Para imigran, pelaku ekonomi domestik dan internasional, serta wisatawan
transit semuanya masuk ke Indonesia pada saat ini.”

Hukum pengungsi internasional menetapkan bahwa tidak semua orang atau kelompok
yang melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain disebut sebagai pengungsi.”
Banyak orang atau kelompok bermigrasi dari negaranya secara illegal. Maksudnya illegal
adalah memasuki wilayah suatu negara (yang bukan negaranya sendiri) dengan cara yang
tidak sesuai dengan aturan hukum internasional.” Meskipun ada dukungan politik di negara-
negara tuan rumah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi,
kekhawatiran juga muncul bahwa arus masuk pengungsi dikaitkan dengan meningkatnya
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tingkat kejahatan.”> Di banyak negara, masyarakat juga sangat mengkhawatirkan dampak
pengungsi terhadap meningkatnya kejahatan.”® Misalnya di Turki, survei penelitian di sana
menunjukkan bahwa kejahatan merupakan salah satu kekhawatiran utama penduduk asli
dalam menerima pengungsi ke negara mereka, di mana mayoritas pengungsi yang berada di
Turki berasal dari Suriah.”

Di Indonesia sendiri, lebih dari 1.200 orang Rohingya telah mendarat di Indonesia
sejak November 2023. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah mencurigai kuat
perdagangan orang dibalik peningkatan kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia.”® Hal itu
pun terbukti ketika seorang warga etnis Rohingya ber-inisial RAH menjadi tersangka
penyelundupan pengungsi Rohingya yang berada di Kamp Penampungan, Kabupaten Pidie
dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.” Selanjutnya, Polres Aceh Timur juga mengusut
dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 36 orang Rohingya yang
mendarat di Ule Ateng, Aceh Timur dan ke-36 orang tersebut masing-masing diharuskan
membayar lebih dari 15.5 juta agar bisa pergi dari Kamp Pengungsi Cox’s Bazar di
Bangladesh menuju Aceh menggunakan kapal kecil .

Di satu sisi, ada beberapa argumen mengapa tingkat kejahatan diperkirakan lebih
tinggi di kalangan pengungsi dibandingkan imigran lainnya. Hal tersebut di karenakan
pengungsi biasanya tidak melarikan diri karena faktor ekonomi dan seringkali memiliki
waktu persiapan yang terbatas.®! Selain itu, mereka cenderung memiliki kemampuan bahasa
yang lebih buruk dan jarang memiliki sertifikat formal.¥> Semua hal ini, ditambah dengan
hambatan kelembagaan (seperti larangan bekerja) berkontribusi pada temuan bahwa
pengungsi yang memasuki pasar tenaga kerja cenderung lebih lambat dibandingkan imigran
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lainnya.® Prospek pasar tenaga kerja yang buruk telah terbukti meningkatkan aktivitas
kriminal para pengungsi %

Manakala setelah dipertimbangkan kehadiran orang asing di negaranya akan
mengancam keamanan, ketertiban dan pemerintah atau kepentingan sosial dan militernya,
maka negara mempunyai hak untuk mengusir atau memulangkan orang asing tersebut.®
Goodwin-Gill menyebutkan beberapa alasan mendasar bagi negara dalam mengusir orang
asing. Pengusiran orang asing dapat dilakukan apabila:® a) masuk ke dalam suatu negara
dengan cara melanggar hukum, b) melanggar syarat-syarat izin masuk, c) terlibat dalam
tindak kriminal, d) berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan orang tersebut harus
diusir.

Konvensi 1951 tidak menjamin pelaksanaan perlindungan dan prinsip non refoulement
secara mutlak, ketika kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar
menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. Hal itu bisa
terlihat di dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 yang menjelaskan: “the benefit of the
present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable
grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who,
having been convicting by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a
danger to the community of that country.”

Negara penerima diberikan kesempatan untuk menafsirkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi
1951, yang tidak menyebutkan secara spesifik jenis kegiatan yang dapat membahayakan
keamanan nasional *’ Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, ada 2 alasan repatriasi
pengungsi. yang pertama adalah ketika keamanan nasional negara penerima terancam.
Faktor kedua adalah keseriusan kejahatan dan ancaman yang ditimbulkan terhadap
lingkungan sekitar. Namun, yang terpenting adalah harus ada bukti bahwa pengungsi telah
mengancam atau akan mengancam keamanan nasional negara penerima, dan ancaman ini
harus sangat serius.® Pemerintah harus melakukan penilaian kasus per kasus secara
menyeluruh mengenai potensi bahaya terhadap keamanan nasional %’

Orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan kemanusiaan dari negara
lain terdapat di dalam Pasal 1F Konvensi 1951, tujuannya adalah untuk mencegah
diterimanya mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima status pengungsi karena
partisipasi mercka dalam berbagai kejahatan berat. Seperti: a) melakukan kejahatan terhadap
perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, b) melakukan kejahatan
non politik yang serius di luar negara tempat berlindung, sebelum diterima masuk ke negara
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tersebut sebagai pengungsi, c) terdakwa bersalah melakukan tindakan yang bertentangan
dengan tujuan dan prinsip PBB .

Konsep kedaulatan negara diakui oleh hukum internasional sama dengan norma non
refoulement. Sesuai dengan asas kedaulatan, setiap penguasa teritorial suatu negara
menciptakan undang-undang untuk mengendalikan dan mengawasi keluar masuknya warga
negaranya .’! Terdapat 2 (dua) prinsip yang memberikan hak kepada negara untuk mengatur
perpindahan orang asing ke dalam wilayahnya, terdiri dari: 1) the principle of state
sovereign: which emphasizes national borders and allows the exclusion of aliens (Anglo
Saxon theorist), 2) the principle of interdependence, which emphasizes the interrelationship
among nations and forbids the exclusion of aliens (European and Latin American Jurists).
Jean Bodin pada abad ke-16 di dalam bukunya yang berjudul “De Republica” dan
dilanjutkan Thomas Hobbes di abad 17 dalam bukunya “Leviathan” menyatakan “the
doctrine of absolute state sovereignty”, bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak.??

Istilah kedaulatan berasal dari kata Perancis “sourainete” yang berarti kekuasaan
tertinggi. Istilah dalam bahasa latin ini menunjukkan gagasan tentang otoritas atau dominsai
tertinggi.”® Menurut gagasan kedaulatan, setiap negara merdeka dianggap memiliki otoritas
absolut atas tanahnya dan individu-individu yang berada di dalam perbatasannya.’ Oleh
karena itu, negara-negara mempunyai otonomi untuk menjalankan wewenang yang tidak
terbatas dalam wilayah negaranya. Sepanjang tidak melanggar hak-hak lain, suatu negara
mempunyai kebebasan untuk menerima orang asing atau memilih individu yang dapat
diberikan izin masuk ke wilayahnya *> Sebagai akibat dari prinsip ini, setiap negara merdeka
mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak pemberian suaka kepada siapa pun
yang berada di dalam batas geografisnya.”®

Poin lebih lanjut yang perlu dikemukakan adalah bahwa pengungsi harus diperlakukan
sama seperti warga negara lain di negara tempat mereka tinggal secara permanen. Konvensi
tahun 1951 menetapkan status bagi pengungsi, namun demikian, di negara-negara transit
seperti Indonesia, situasinyatidak berubah. Karena Indonesia adalah negara komunitas dunia
dan internasional, Indonesia mengakui hak pengungsi untuk tinggal di negaranya, meskipun
Indonesia belum bergabung dalam Konvensi 1951. Hal ini terjadi karena pengungsi secara
otomatis diberikan hak-hak yang digariskan dalam konvensi. Selanjutnya mengenai
hukuman yang akan dijatuhkan, yaitu tidak ada hukuman khusus yang dijatubkan ke
Indonesia jika Indonesia melanggar Konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan
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negaranya. Alasannya, konvensi ini tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang
akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan
pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia.

Keputusan untuk memberi atau menolak suaka di wilayah teritorial suatu negara
sepenuhnya merupakan hak ekslusif negara. Hukum internasional pada prinsipnya mengakui
kedaulatan suatu negara dalam mengatur arus keluar masuk suatu negara.”” Meskipun
demikian, terdapat alasan moral dan kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan oleh negara
dalam memberikan suaka kepada seseorang yang masuk ke wilayahnya, agar di kemudian
hari tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan negara.

4. PENUTUP

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan status pengungsi
harus terdapat ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama,
kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta
tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya, dan agar pencari suaka dapat
dikategorikan sebagai pengungsi maka harus melalui proses Refugee Status Determination
(RSD) atau penentuan status pengungsi yang digunakan oleh pemerintah atau UNHCR untuk
menentukan apakah seseorang yang mencari perlindungan internasional dianggap sebagai
pengungsi berdasarkan hukum internasional, dan kesimpulan dari pembahasan penerapan
prinsip non refoulement dikaitkan dengan prinsip sovereignty adalah prinsip non
refoulement merupakan prinsip internasional yang melarang negara untuk mengembalikan
pengungsi ke negara atau wilayah di mana mereka mungkin menghadapi ancaman terhadap
keamanan mereka, Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki
tanggung jawab untuk mematuhi prinsip nomn refoulement dalam menangani pengungsi
Rohingya yang tiba di wilayahnya walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951,
namun di sisi lain, prinsip kedaulatan merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap
negara juga berhak untuk mengatur wilayah internalnya. Oleh karena itu, penulis
merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi berbasis kerjasama
baik dengan negara-negara tetangga, organisasi internasional, maupun lembaga swadaya
masyarakat untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya tanpa
mengabaikan kepentingan nasional dan keamanan.
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